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ABSTRAK 
RIDHA YUNSARI (B 121 13 345), dengan judul “Tinjauan Hukum 
Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Palopo”. Dibimbing oleh 
Syamsul Bachri selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali selaku 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi peserta badan 
penyelenggara jaminan sosial di Kota Palopo. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terlaksananya 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta badan penyelenggara 
jaminan sosial di Kota Palopo 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo. Adapun yang menjadi lokasi 
penelitian adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang 
Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung 
dengan narasumber  pada  lokasi  penelitian yang kompeten dan relevan 
dengan topik yang  diajukan.  Pendekatan  kedua  adalah  dengan  
memaparkan secara deskriprif berbagai hasil wawancara lalu melakukan 
analisis terhadap data tersebut. 
 
Dari Hasil Penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu:  Pertama, 
Pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan mitra 
kerjasama BPJS kesehatan di Kota Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. 
Hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan peserta BPJS Kesehatan di 
Kota Palopo dalam beberapa jenis pelayanan kesehatan di fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Kedua, bahwa dalam proses 
pemenuhan hak pelayanan  peserta BPJS  Kesehatan di kota palopo 
terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 
terpenuhinya hak pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo, 
faktor pendukung diantaranya : faktor Faskes mitra kerjasama dan sikap 
serta sifat masyarakat kota palopo yang kooperatif terhadap program JKN 
yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Adapun faktor 
penghambatnya yaitu : prosedur dan mekanisme pemenuhan hak 
pelayanan yang kurang diketaui oleh peserta BPJS Kesehatan, Faktor 
Kebudayaan Masyarakat, faktor sarana dan prasarana di Faskes Mitra 
Kerjasama BPJS Kesehatan yang kurang memadai, dan kurangnya 
kesadaran peserta BPJS Kesehatan dalam memberikan laporan terkait 
keluhan pelayanan yang diterima.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks 
Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang  mengidentifikasikan Negara 
Indonesia sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan umum. Setiap kegiatan disamping harus diorientasikan 
pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum 
yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka 
dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan 
rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, 
termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan. 
Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga 
Negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat 
miskin. Hak atas  layanan  kesehatan  mewajibkan  negara menyediakan 
layanan kesehatan bagi warga negaranya yang membutuhkan dan hal ini 
meupakan bagian dari tugas pemerintah. Hak atas perlindungan 
kesehatan mewajibkan pemerintah melakukan pengaturan-pengaturan 
agar kesehatan setiap orang selaku pemegang hak aman dari bahaya-
bahaya yang mengancam. Kewajiban ini  merupakan bagian dari tugas-
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tugas mengatur pemerintah.1 Dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat”. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial 
terus berkembang hingga UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (2), 
menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
masyarakat. 
Peraturan tentang kesehatan bagi warga negara terus berkembang 
hingga dibentuknya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan. Dalam Pasal  3 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,  kemauan dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi - tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 
ekonomis. Di dalam mengoptimalisasikan derajat kesehatan masyarakat 
tersebut, pembangunan kesehatan diimplementasikan dalam bentuk 
pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya pelaksanaan Pelayanan 
Jaminan Sosial bagi masyarakat. 
Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 
masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai 
                                                             
1 Titon Slamet Kurnia,2007, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di  Indonesia,  
PT. Alumni, Bandung, hlm. 49 
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wujud tanggung  jawab  pemerintah telah menyelenggarakan beberapa 
bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT 
Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain 
pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. 
Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan 
jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, skema-skema 
tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi sehingga biaya Kesehatan 
dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. 
Untuk mengatasi  hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini 
mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh 
penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan 
penyelenggara jaminan sosial. 
Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang 
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai 
sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai 
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
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Pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial  pada November 2011 menjadi satu bekal 
menuju sistem jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang 
tersebut mengamanatkan transformasi empat badan penyelenggara yaitu  
PT ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan 
PT JAMSOSTEK akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.  
UU BPJS belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) 
dan PT TASPEN (Persero) dan mendelegasikan pengaturannya ke 
Peraturan Pemerintah.2  
Dua BPJS ini memiliki amanah yang berbeda. BPJS Kesehatan akan 
memberikan jaminan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan akan 
memberikan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, 
dan jaminan kematian. 
 BPJS adalah  badan  hukum  publik dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. BPJS berkedudukan dan berkantor pusat di 
Ibukota Negara dengan mendirikan kantor perwakilan di Propinsi dan 
Kabupaten/Kota. 
Untuk memperkuat pelaksanaan program BPJS maka pemerintah 
mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana tentang program jaminan 
kesehatan nasional. Salah satunya adalah   Peraturan  menteri  
kesehatan  Nomor 28 tahun 2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan 
                                                             
2
 Jamsosindonesia, Transformasi BPJS, http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387, 
diakses pada 27 november 2016 
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Program Jaminan Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa peserta Jaminan 
Kesehatan Nasional memiliki beberapa hak diantaranya adalah 
memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
(BPJS Kesehatan). 
Namun faktanya masih banyak kendala terkait dengan pelayanan 
kesehatan yang harus dihadapi oleh para pasien peserta BPJS kesehatan 
untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan, seperti halnya beberapa  
kejadian seperti berikut ini: 
Pasien pengguna jaminan kesehatan nasional peserta BPJS di 
rumah sakit umum (RSUD) Sawerigading Kota Palopo, Andika Abdillah 
yang baru dua hari selesai menjalani operasi tulang, diminta oleh perawat 
untuk meninggalkan  rumah sakit. Padahal, kata  Andika kondisi tubuhnya 
saat itu belum stabil. “Saya belum bisa bergerak setelah operasi  tulang 
lutut yang bergeser  setelah  kecelakaan  di Walenrang” kata Andika. 
Aktivis Kokam Pemuda Muhammadiyah Luwu Utara mengalami 
kecelakaan di Walenrang. Dia dirujuk dari Puskesmas di Walenrang ke 
RSUD Sawerigading, sabtu dua pekan lalu. Sayangnya, setelah tiba di 
RSUD Sawerigading, ternyata tidak langsung mendapat perawatan 
lantaran dia hanya menggunakan  kartu JKN yang dilaksanakan oleh 
BPJS kesehatan. Selama di RSUD Sawerigading, Andika di rawat di 
kamar. Akan tetapi saat  memasuki hari kedua pasca operasi, seluruh 
infus dan alat medis dicabut. Dia disuruh pulang. Bukan hanya dirinya. 
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Teman kamarnya yang merupakan pasien asal Belopa Kabupaten Luwu 
juga diminta pulang, dia juga peserta BPJS.
3
 
Padahal didalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 
2014 disebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjutan diantaranya adalah pelayanan obat dan bahan 
medis habis pakai, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai 
dengan indikasi medis, dan perawatan  inap non-intensif. Jika mengacu 
pada peraturan tersebut maka  pasien seharusnya mendapatkan 
pelayanan yang baik dalam hal memperoleh fasilitas kesehatan baik itu 
obat maupun ruang inap. 
Hal  serupa juga dialami oleh Udin Syamsuddin salah seorang 
pasien BPJS Kesehatan di Bogor dikabarkan meninggal dunia 
dikarenakan tak tertangani oleh sejumlah rumah sakit. Sebelum 
meninggal dunia, Udin yang juga ketua RT 06/08 Kampung Kedung 
Halang Talang Bogor Utara sempat ditolak tiga rumah sakit di Bogor. 
Tenny istri almarhum kebingungan atas prosedur rumah sakit. Setelah 
ditolak di rumah sakit  Mulia di jalan pajajaran tenny mengaku membawa 
suaminya ke rumah sakit umum daerah kota bogor, namun lagi- lagi pihak 
rumah sakit mengarahkan Tenny untuk membawa suaminya ke Rumah 
sakit Marsuki Mahdi (RSMM).  Tenny menambahkan bahwa suaminya 
adalah peserta BPJS kelas 2. Namun tiga rumah sakit yang di datanginya 
menolak dengan alasan penuh. Menurutnya, rumah sakit Islam Bogor 
                                                             
3   Harian Fajar, 14 November 2016, hal. 1 dan 11 
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tempat pasien akhirnya mendapatkan perawatan intensif hingga 
menghembuskan nafas terakhirnya mau menerima setalah pihak keluarga 
pasien mengaku bukan peserta BPJS. “di RS islam Bogor itupun kita 
mendaftar sebagai pasien umum bukan pasien BPJS baru mau ditangani.” 
Katanya.4 
Uraian tentang fakta penyelenggaraan kebijakan program BPJS 
kesehatan tersebut membuktikan bahwa ternyata pelaksanaan program 
tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. 
Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk 
mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian  yang berjudul: 
“Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan 
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kota Palopo” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta BPJS 
kesehatan  di kota Palopo? 
2. Apa saja faktor-faktor  yang  mempengaruhi pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan peserta BPJS kesehatan di kota Palopo? 
C. Tujuan  
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
                                                             
4 Tribun lampung, 3 Maret 2016. http://lampung.tribunnews.com/2016/03/03/ditolak-tiga-
rumah-sakit-peserta-bpjs-kelas-2-meninggal-dunia?page=2, diakses pada 28 November 2016 
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1. Untuk mengetahui  pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan 
peserta BPJS kesehatan  di kota Palopo  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan 
hak pelayanan peserta BPJS kesehatan di kota Palopo 
D. Kegunaan  
Kegunaan penelitian ini : 
1. Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum pada 
khususnya dalam kajian hukum tentang bagaimana seharusnya 
program BPJS kesehatan  dalam pemenuhan hak pelayanan bagi 
pesertanya. 
2. Praktis 
Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan adalah 
memberi masukan dan  memberikan tambahan pengetahuan 
kepada pelaksanan BPJS kesehatan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada peserta BPJS kesehatan sehingga tidak terjadi 
intepretasi sesat dan diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan 
bagi masyarakat umum khususnya demi terjaminnya penegakan 
hukum yang adil dan tegas dalam kehidupan bermasyarakat. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
1. Sejarah BPJS Kesehatan  
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki 
sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan 
tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara 
yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, 
portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil 
pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
Peserta.  
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan 
penyelenggara Jaminan Sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan Undang-
Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan.  
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BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program 
Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan 
transformasi kelembagaan PT Askes (Persero). 
Beikut sejarah terbentuknya BPJS Kesehatan:5 
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) Tahun 
1968  
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas 
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan 
membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu 
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana 
oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) 
dinyatakan sebagai embrio Asuransi Kesehatan Semesta.  
Perusahaan Umum Husada Bhakti Tahun 1984-1991  
Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, 
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 
tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima 
Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. 
                                                             
5 BPJS Kesehatan, 2014, Pedoman Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good 
Governance ) BPJS Kesehatan, Jakarta,  hlm. 6 
11 
 
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan 
penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, 
kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola 
Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis 
Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan 
diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan 
badan lainnya sebagai peserta sukarela. 
PT Askes (Persero) Tahun 1992 - 2013  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status 
Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT 
Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 
kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan 
pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.  
Pada tahun  2004 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Askes 
(Persero) sebagai salah satu calon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) kesehatan.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai 
penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 
(PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola 
kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.  
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Di tahun 2008, Pemerintah mengubah nama Program Jaminan 
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan 
Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat 
penugasan untuk melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program 
Jamkesmas yang meliputi tatalaksana kepesertaan, tatalaksana 
pelayanan dan tatalaksana organisasi dan manajemen.  
Untuk mempersiapkan PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi 
BPJS Kesehatan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang SJSN, maka dilakukan pemisahan Program Askes Sosial 
dan Askes Komersial. Dan tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT 
Askes (Persero) yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, yang didirikan 
berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 6 Oktober 2008 
dengan perubahan Nomor 7 tanggal 18 Desember 2008 dengan Akta 
Nomor 4 tanggal 13 Maret 2009.  
Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa InHealth 
Indonesia selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah 
memperoleh ijin operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional 
ini maka PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia mulai beroperasi secara 
komersial pada 1 April 2009.  
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PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2009 ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi para 
menteri dan pejabat tertentu (Program Jamkesmen).  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi PT 
Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi 
untuk:  
a.  Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan 
kesehatan.  
b.  Menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan 
kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.  
BPJS Kesehatan Tahun 2014 – sekarang  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
maka pada tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) bertransformasi 
kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan. Transformasi tersebut diikuti 
adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta 
hak dan kewajiban.  
Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan 
tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat, 
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 
Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan 
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kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu 
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi 
menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. 
2. Dasar Hukum BPJS Kesehatan 
a. Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
Pada Pasal  28 H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dituliskan 
bahwa : “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 
yang bermanfaat”. Dan karena UUD NRI Tahun 1945 adalah sumber 
dari segala sumber hukum, maka pasal ini harus dilaksanakan oleh 
pemerintah terutama dalam penekanan makna bahwa setiap Setiap 
orang berhak atas Jaminan Sosial. 
b. Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
Pada Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dituliskan bahwa 
: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang  lemah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Penekanan pelaksanaan 
pada UUD pasal ini adalah pemerintah harus mengembangkan sistem 
jaminan sosial yang akhirnya diwujudkan dalam  program BPJS 
kesehatan. 
c. UU  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kesehatan hak 
fundamental setiap penduduk. Dalam Pasal  3 Undang - Undang ini 
dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran,  kemauan dan kemampuan hidup sehat 
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi - tingginya, sebagai  investasi bagi pembangunan sumber 
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Di dalam 
mengoptimalisasikan derajat kesehatan masyarakat tersebut, 
pembangunan kesehatan diimplementasikan dalam bentuk pelayanan 
kesehatan, termasuk didalamnya pelaksanaan Pelayanan Jaminan 
Sosial bagi masyarakat. 
d. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 
Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. 
Dalam UU ini juga dikukuhkan bahwa BPJS dibentuk untuk 
menggantikan beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang 
ada sebelumnya yaitu: Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) 
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), 
dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia 
(ASKES). 
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e. Undang-Undang  RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal  3 tujuan dari BPJS 
kesehatan adalah mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan 
kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota 
keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk 
Indonesia. 
f. Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
Dalam peraturan  ini  dijelaksan  tentang  Penetapan Kriteria 
dan Pendataan  Fakir  Miskin  dan Orang Tidak Mampu,. Penetapan 
Penerima Bantuan  Iuran  Jaminan  Kesehatan, Pendaftaran 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan  Kesehatan, Pendanaan Iuran, 
Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan  
Peran Serta Masyarakat. 
g. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun  2013 tentang Jaminan 
Kesehatan 
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 
i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.  
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Peraturan ini dibuat bertujuan untuk memberikan acuan bagi Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah (Pusat, 
Propinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan 
yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta program Jaminan Kesehatan 
Nasional dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Nasional. Dalam peraturan ini dijelaskan lebih rinci tentang 
bagaimana seharusnya pelayanan kesehatan melaui program jaminan 
kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. 
3. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 
BPJS kesehatan memiliki visi dn misi yaitu :6 
VISI : 
Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan 
berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia. 
MISI : 
1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, 
pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya 
melalui sistem kerja yang efektif dan efisien. 
2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia 
paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan 
                                                             
6
 BPJS Kesehatan, Visi dan Misi, https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/ 
2014/12, diakses pada 27 November 2016 
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seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi 
masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan. 
3.  Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan 
kolektibiltas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan 
pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. 
4.  Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui 
peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan 
komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. 
4. Peserta BPJS Kesehatan 
Pasal 4 huruf g Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa kepesertaan 
dalam program JKN bersifat wajib, artinya seluruh warga masyarakat 
wajib menjadi peserta JKN, peserta JKN meliputi :7 
1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin 
dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), 
terdiri dari: 
 Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota TNI; 
                                                             
7  Departemen Kesehatan RI, Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, Jakarta, 
Hlm. 1  
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c. Anggota Polri; 
d. Pejabat Negara; 
e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; 
f. Pegawai Swasta; dan 
g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima 
Upah. 
Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 
 Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima 
Upah. 
Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 
 Bukan pekerja dan anggota keluarganya 
a. Investor; 
b. Pemberi Kerja; 
c. Penerima Pensiun, terdiri dari : 
-  Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
- Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak 
pensiun; 
- Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 
- Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
yang mendapat hak pensiun; 
- Penerima pensiun lain; dan 
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- Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
lain yang mendapat hak pensiun. 
d.  Veteran; 
e.  Perintis Kemerdekaan; 
f.  Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan; dan 
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu 
membayar iuran. 
Anggota Keluarga Yang Ditanggung 
1. Pekerja Penerima Upah : 
  Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak 
kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 
(lima) orang. 
 Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak 
angkat yang sah, dengan kriteria: 
a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai 
penghasilan sendiri; 
b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 
(dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan 
formal. 
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta dapat 
mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). 
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3.  Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 
meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua. 
4.  Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang 
meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah 
tangga, dll. 
B. Hak Peserta BPJS Kesehatan 
1. Hak-hak Peserta BPJS Kesehatan  
Hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang diatur oleh 
hukum dan atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan 
tertentu terhadap objek hak.8 
Setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab 
negara dalam meningkatkan  kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah 
darah Indonesia, dan dalam turut aktif dalam pergaulan dunia 
berdasarkan pri nsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial.9 
Untuk memenuhi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam  hal 
pemenuhan hak warga negaranya dalam meningkatkan kesejahteraan 
umum di bidang kesehatan maka di atur lah hak-hak dari peserta BPJS 
kesehatan. 
                                                             
8 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 179 
9 Jimly Asshiddiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta,hlm.365 
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Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014  
tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional  
Bab III bagian D dijelaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional 
berhak : 
1. Mendapatkan nomor identitas tunggal peserta.  
2. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 
yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).  
3. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama 
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
Kesehatan) sesuai yang diinginkan. Perpindahan fasilitas 
kesehatan tingkat pertama selanjutnya dapat dilakukan setelah 3 
(tiga) bulan. Khusus bagi peserta: Askes sosial dari PT. Askes 
(Persero), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari PT. 
(Persero) Jamsostek, program Jamkesmas dan TNI/POLRI, 3 
(tiga) bulan pertama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS Kesehatan). 
4. Mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait 
dengan pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN).  
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Hak memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dalam poin kedua 
diatas dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional  Bab IV bagian C terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis 
dan manfaat non-medis. Manfaat medis berupa pelayanan kesehatan 
yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai 
dengan indikasi medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang 
dibayarkan. Manfaat non-medis meliputi akomodasi dan ambulan. 
Manfaat akomodasi untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan 
peserta. Manfaat ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar 
fasilitas kesehatan, dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.  
2. Jenis – Jenis Pelayanan Kesehatan Hak Peserta BPJS 
Kesehatan  
Dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta BPJS 
Kesehatan ada dua tingkatan fasilitas kesehatan dalam memperolah 
pelayanan kesehatan tersebut, dimulai dari tingkat pertama sampai 
dengan pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan berikut adalah jenis 
pelayanan kesehatan yang dapat diterima peserta BPJS kesehatan di 
fasilitas kesehatan tersebut. 
a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  
  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  seperti Puskesmas, 
Klinik, Dokter Prakter Perorangan dan RS Pratama merupakan tujuan 
pertama peserta ketika mendapatkan masalah kesehatan. Sebagai 
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tulang punggung dalam sistem pelayanan kesehatan program JKN, 
FKTP diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan komunitas 
yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan pelayanan yang 
komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif10. 
Jenis- jenis pelayanan kesehatan yang menjadi hak dari peserta BPJS 
dan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai 
penyedia layanan kesehatan lebih lanjut diatur dalam Lampiran 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagian C adalah 
sebagai berikut: 
Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan non-
spesialistik yang meliputi :  
1) Administrasi pelayanan;  
2) Pelayanan promotif dan preventif;  
3) Pemeriksanaan, pengobatan, dan konsultasi medis;  
4) Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-
operatif;  
5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  
6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis  
7) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; 
dan  
                                                             
10
 BPJS Kesehatan, Dorong Optimalisasi Peran Faskes Primer dalam Gerakan Promotif preventif, 
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/categories/Mjg?keyword=&per_page=50, diakses 
pada 27 Februari 2017 
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8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.  
Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud diatas 
untuk pelayanan medis mencakup:  
1) Kasus medis yang dapat diselesakan secara tuntas di pelayanan 
kesehatan tingkat pertama;  
2) Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum 
dilakukan rujukan;  
3) Kasus medis rujuk balik;  
4) Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan 
gigi tingkat pertama;  
5) Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak 
balita oleh bidan atau dokter; dan  
6) Rehabilitasi medik dasar.  
b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)  
 Fasilitas kesehatan yang melayani pasien rujukan ada dua yaitu 
rumah sakit minimal tipe C dan klinik utama. Dalam memberikan 
pelayanan kesehatan ada jenis-jenis pelayanan kesehatan yang 
menjadi tanggung jawab FKRTL yang harus dipenuhi yang menjadi hak 
peserta BPJS Kesehatan. Jenis- jenis pelayanan kesehatan yang 
menjadi hak dari peserta BPJS dan dilaksanakan oleh fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagai penyedia layanan 
kesehatan lebih lanjut diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
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Program Jaminan Kesehatan Nasional bagian C adalah sebagai 
berikut. 
Pelayanan Kesehatan di FKRTL/Rujukan Tingkat Lanjutan yang 
mencakup:  
1) Administrasi pelayanan;  
2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis dan subspesialis;  
3) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non-bedah 
sesuai dengan indikasi medis;  
4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  
5) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi 
medis;  
6) Rehabilitasi medis;  
7) Pelayanan darah;  
8) Pelayanan kedokteran forensik klinik;  
9) Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang 
meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);  
10) Perawatan inap non-intensif;  
11) Perawatan inap di ruang intensif; dan  
12) Akupunktur medis.  
 
3. Mekanisme Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS  
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Perkembangan pembangunan kesehatan telah mengalamai 
perubahan orientasi baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai 
upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan. Penyelenggaraan 
pembangunanan kesehatan yang meliputi upaya meniglatkan sumber 
daya manusia yang harus dilakukan secara terpadu dan 
berkesinambungan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. 
Tercapainya kemampuan hidup sehat setiap penduduk agar dapat 
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kesehatan yang 
optimal merupakan salah satu hak dan kebutuhan vital bahkan senantiasa 
menjadi dambaan bagi setiap manusia.11 
Pelayanan kesehatan medis merupakan hal yang penting harus dijaga 
bahkan ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, 
agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang 
diberikan. Pelayanan  sendiri hakikatnya  merupakan suatu usaha untuk 
membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta 
dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan 
oleh konsumen.12  
Kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
dapat dinilai dari kemampuan melaksananakan peraturan perundang-
undangan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemampuan 
                                                             
11
 Slamet Sampurno Soewondo, “ Fungsi Tenaga Medis Asing di Indonesia dalam Perspektif 
Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 15, 
1 Maret 2007, hlm. 65  
12
 Titik Tri Wulan Tutik, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 
Hlm.11 
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menyelenggarakan pelayanan publik secara efisien, efektif dan 
bertanggungjawab menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan yang baik. 
UUD NRI Tahun 1945 dan perubahannya jelas menjamin hak warga 
negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kewajiban  negara  
menyelenggarakan  pelayanan kesehatan serta menyantuni fakir miskin.13 
Oleh karena itu, untuk memperoleh  pelayanan kesehatan ada 
prosedur  yang telah  di tetapkan oleh  pemerintah  melalui Lampiran 
Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional  Bab IV bagian F  mengenai Tata 
cara mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan  
yaitu : 
1. Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 
a. Setiap peserta harus terdaftar  pada  FKTP  yang telah bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh pelayanan.  
b. Menunjukan nomor identitas peserta JKN.  
c. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP.  
d. Jika diperlukan  sesuai indikasi medis peserta dapat memperoleh 
pelayanan rawat inap di FKTP atau dirujuk ke FKRTL.  
2. Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 
(FKRTL) 
                                                             
13 Sirajuddin (dkk), 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan 
Informasi, setara Press, Malang, Hlm. 3 
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a. Peserta datang ke Rumah Sakit dengan menunjukkan nomor 
identitas peserta JKN dan surat rujukan, kecuali kasus emergency, 
tanpa surat rujukan  
b. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk 
mendapatkan pelayanan.  
c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat jalan dan atau rawat 
inap sesuai dengan indikasi medis.  
d. Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat keterangan 
bahwa pasien masih memerlukan perawatan di  FKRTL tersebut, 
maka untuk kunjungan  berikutnya  pasien  langsung  datang ke 
FKRTL (tanpa harus ke FKTP terlebih dahulu) dengan membawa 
surat keterangan dari dokter tersebut.  
e. Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat keterangan 
rujuk balik, maka untuk perawatan selanjutnya pasien langsung ke 
FKTP membawa surat rujuk balik dari dokter spesialis/subspesialis.  
f. Apabila dokter spesialis/subspesialis tidak memberikan surat 
keterangan sebagaimana dimaksud pada poin (d) dan (e), maka 
pada kunjungan berikutnya pasien harus melalui FKTP.  
g. Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi 
secara mandiri (sebagai bagian dari jejaring FKTP untuk pelayanan 
rehabilitasi medik dasar) atau bekerja di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan.  
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h. Pelayanan rehabilitasi medik di FKRTL dilakukan oleh dokter 
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik.  
i. Dalam hal rumah sakit belum memiliki dokter spesialis kedokteran 
fisik dan rehabilitasi medik, maka kewenangan klinis dokter 
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dapat diberikan 
kepada dokter yang selama ini sudah ditugaskan sebagai 
koordinator pada bagian/ departemen/ instalasi rehabilitasi medik 
rumah sakit, dengan kewenangan terbatas sesuai kewenangan 
klinis dan rekomendasi surat penugasan klinis yang diberikan oleh 
komite medik rumah sakit kepada direktur/kepala rumah sakit.  
j. Apabila dikemudian hari rumah sakit tersebut sudah memiliki dokter 
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik maka semua 
layanan rehabilitasi  medik kembali menjadi wewenang dan 
tanggung jawab  dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi 
medik.  
3. Pelayanan Kegawat daruratan (Emergency):  
a. Pada keadaan  kegawat daruratan (emergency), seluruh Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) baik fasilitas kesehatan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau belum bekerja sama, 
wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta 
JKN.  
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b. Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gawat darurat 
tidak diperkenankan menarik biaya kepada peserta.  
c. Fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan daruratnya 
teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan  
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Prof. Dr. 
Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain :14 
1. Faktor hukumnya sendiri  
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 
tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih 
banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu 
mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar 
                                                             
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2008, hlm  17 
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keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, 
sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing 
orang.  
2.  Faktor penegak hukum  
Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law 
enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu 
memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara 
proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian 
mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak 
hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai 
dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas 
sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan 
kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang 
meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta 
upaya pembinaan kembali terpidana.  
Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut 
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) 
merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. 
Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu 
seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai 
peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak 
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berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu 
peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : 
(1) peranan yang ideal / ideal role ; (2) peranan yang seharusnya / 
expected role; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived 
role; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / actual role.  
Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat 
sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku 
dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau 
mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan 
keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah 
memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode 
etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar 
oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak 
hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak 
beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan 
lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, 
bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.  
Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme 
bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) istitusi 
penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 
pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja 
yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan 
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aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 
kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan 
standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya 
penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga 
aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan 
keadilan secara inte internal dapat diwujudkan secara nyata  
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah 
sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 
pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 
yang cukup dan sebagainya.  
4.  Faktor masyarakat  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai 
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia 
mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfariasi antara lain :  
1. hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;  
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan;  
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku 
pantas yang diharapkan;  
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4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;  
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;  
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;  
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;  
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;  
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;  
10. hukum diartikan sebagai seni. 
Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat 
hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya 
dikedepankan adalah keserasiannya, hal inin bertujuan supaya ada 
titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan 
yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengindentifikasi 
dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai 
pribadi).  
5. Faktor kebudayaan  
Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab 
sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), 
maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. 
Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, 
umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, 
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hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-
kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada 
dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, 
nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa 
yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk 
(sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan 
pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang 
harus diserasikan.  
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono 
Soekanto adalah sebagai berikut : 
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.  
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan  
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.  
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat 
setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat 
dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-
pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar 
dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat 
berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian 
antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penilitan yuridis 
sosiologis atau yang sering disebut dengan pendekatan yuridis 
empiris dengan mengkaji Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial 
yang terlembagakan. Pengertian dari yuridis sosiologi adalah suatu 
pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu institusi sosial 
yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial lainnya.15 
B. Lokasi Penelitian 
Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada skripsi ini, maka 
tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kota 
Palopo. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah kantor BPJS 
kesehatan Kota Palopo, puskesmas dan rumah sakit mitra 
kerjasama BPJS Kesehatan Kota Palopo karena diperkirakan 
terdapat masalah terkait pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
peserta BPJS Kesehatan.  
C.  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan 
metode penelitian lapangan (Field Research).  
                                                             
15 Ronny Soemitro Hanitijo, 1988, Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 
Indonesia, Jakarta,  Hlm. 14. 
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1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data 
dengan jalan membaca, mengutip, mencatat, dan menelusuri  
peraturan perundang–undangan dan peraturan lainnya baik buku–
buku literatur ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya yang 
relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
2. Metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu mengadakan 
penelitian dan pengamatan langsung pada tempat atau objek 
penelitian. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian dibedakan dalam jenis 
data dan sumber data. Jenis data penelitian yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan 
responden yang dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini di 
BPJS kesehatan Kota Palopo yaitu Kepala unit Hukum, Komunikasi 
Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kota Palopo, Staf 
manajemen pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan Kota 
Palopo, perawat dan staff rumah sakit faskes mitra kerjasama BPJS 
Kesehatan di Kota Palopo dan 15 orang  peserta BPJS Kesehatan di 
Kota Palopo.  
Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku 
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harian dan  seterusnya.16  Adapun  Data sekunder dalam dalam 
penelitian ini mencakup: Buku literatur yang terkait dengan judul 
penelitian  , hasil-hasil penelitian terkait dengan judul penelitian, 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terkait BPJS 
kesehatan dan penelusuran situs di internet, terkait judul penelitian.  
E. Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini 
adalah data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari 
kegiatan penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 
menggambarkan objek penelitian serta hubungan atau pengaruh 
antara gejala yang satu dengan yang lainnya terkait objek 
penelitian.  
Data yang telah didapat dalam penelitian ini akan dianalisa 
dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas apa adanya 
mengenai objek yang diteliti, data dan informasi yang diperoleh dari 
objek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan untuk 
memecahkan permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan 
program BPJS kesehatan terhadap pemenuhan hak pelayanan dan 
perlindungan hukum bagi pesertanya. 
 
                                                             
16 Soerjono Soekanto,2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 12 
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BAB IV  
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang 
Palopo 
BPJS Cabang Palopo beralamatkan di Jalan Andi Masjaya (Eks. 
Gunung Torpedo) No. 23 Kota Palopo. BPJS cabang palopo ini 
membawahi 3 daerah tingkat II  yaitu : 
a. Kabupaten Luwu 
b. Kabupaten Luwu Utara    
c. Kabupaten Luwu Timur 
Dalam rangka melayani peserta yang berada di tiga wilayah ini, BPJS 
Cabang Palopo memiliki 3 kantor layanan Operasional kabupaten (KLOK) 
yaitu di Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. 
BPJS kantor cabang Palopo telah bekerjasama dengan penyedia 
pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan yang terdiri dari 
puskesmas, dokter keluarga, klinik, apotek dan rumah sakit. Berikut ini 
adalah data mengenai penyedia pelayanan kesehatan  yang bekerjasama 
dengan BPJS Cabang Palopo.  
Tabel 1.1 
Daftar Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan  
NO NAMA DATI2 NAMA FASKES                                              KEPEMILIKAN RS 
1 Kota Palopo RS. Sawerigading PEMDA 
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2 Kota Palopo RS. At Medika Swasta 
3 Kota Palopo RS. Bintang Laut Swasta 
4 Kota Palopo RS ST. Madyang Swasta 
5 Kota Palopo RS. Tentara TNI AD 
6 Kota Palopo RS Mujaisyah Swasta 
7 Kab. Luwu RSUD. Batara Guru PEMDA 
8 Kab. Luwu Utara RSU. Andi Djemma PEMDA 
9 Kab. Luwu Utara RS. Hikmah Swasta 
10 Kab. Luwu Timur RSU. I Lagaligo PEMDA 
11 Kab. Luwu Timur RS. Inco Soroako Swasta 
12 Kota Palopo Klinik Mata Ainin Swasta 
13 Kota Palopo Klinik Bersalin Nashirah Swasta 
    Sumber : BPJS KesehatanKantor Cabang Palopo   
   
Tabel 1.2 
Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
 
No FKTP 
Kabupaten/Kota 
Jumlah 
Palopo Luwu Luwu Utara Luwu Timur 
1 Puskesmas 12 21 14 15 62 
2 DPP 11 17 6 7 41 
3 Dokter Gigi 4 6 5 5 20 
4 Klinik Pratama 1 1 0 5 7 
5 Klinik Polri 1 1 1 1 4 
6 Klinik TNI 1 0 0 0 1 
 Total FKTP 30 46 26 33 135 
Sumber : BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo   
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2. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo
KEPALA CABANG 
Adriansyah 
S1 Manajemen 
IV-5 
Plh. KEPALA UNIT 
PEMASARAN 
Arwin Susanto 
D3 Keperawatan 
XIII-10 
KEPALA UNIT MANAJEMEN 
KEPESERTAAN DAN UPMP4 
Aswin Agustiansyah 
S1 Komputer 
X-0 
KEPALA UNIT HUKUM, 
KOMUNIKASI PUBLIK DAN 
KEPATUHAN 
Desi Adriani Lubis 
S1 Ekonomi 
X-0 
KEPALA UNIT MANAJEMEN 
KESEHATAN PRIMER 
Ervina Nasir 
Apoteker 
X - 1 
KEPALA UNIT 
MANAJEMEN KESEHATAN 
RUJUKAN 
Nuryanti 
S1 Farmasi 
X - 0 
KEPALA UNIT UMUM 
DAN KEUANGAN 
Abdul Syukur 
S1 Ekonomi Manajemen 
X - 0 
Staff Administrasi 
Pemasaran 
Effi Ekayanti (S1 kesmas 
Manaj.RS) 
Relationship Officer 
GILBERT ADIL 
HAMONANGAN 
SINAGA (S1 Hukum) 
Staff Administrasi 
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) 
Petugas Pemeriksa 
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) 
Verifikator 
Alfiah Azis (S1 Kesmas) 
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) 
Verifikator 
Nama Verifikator MPKR 
Dijelaskan Dalam 
Lampiran Terpisah 
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Staff SDM Komunikasi 
Internal 
Ristha Handayani P 
Makugara                  (S1 
Akuntansi) 
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Staff Pelayanan Peserta 
A.Yusmarini (D3  
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Staff UPMP4 
Pratiwi Asikin (S1 kesehatan 
Masyarakat) 1
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Staff Hukum dan 
Komunikasi Publik 
Nama (Pendidikan) 
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) 
 Staff Manajemen manfaat 
dan Kemitraan Fasilitas 
Kesehatan Primer 
Amrin Pawiruddin (S1 
Keperawatan) 
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 Staff Manajemen manfaat 
dan Kemitraan Fasilitas 
Kesehatan Rujukan 
Oktaviani manda (S1 
Kesehatan Masyarakat) 
 
1
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Staff Umum, 
Administrasi dan 
Kesekretariatan 
Nurqalby S (S1 
kesmas) 
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 Staff  Manajemen 
Utilisasi Pelayanan 
Kesehatan Primer dan 
Anti Fraud 
Indrayani (D3 Kebidanan) 
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 Staff  Manajemen Utilisasi 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan dan Anti Fraud Suriani (D3 Keperawatan) 
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Staff Penagihan 
Desius Adrian (S1 
kesmas) 
1
 
(
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
) 
Staff Akuntansi dan 
Keuangan 
Muthia Corawettoeng 
(S1 Akuntansi) 1
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Kasir 
Imar Rachmat (S1 
Akuntansi) 1
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B. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS 
Kesehatan di Kota Palopo 
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program jaminan kesehatan 
nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, kementerian 
kesehatan mengeluarkan Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan   Program Jaminan 
Kesehatan Nasional. Peraturan ini menjadi acuan bagi badan 
penyelenggara jaminan kesehatan dan juga pemberi pelayanan 
kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta 
BPJS Kesehatan. 
Salah satu aspek penting untuk mengetahui terpenuhinya hak 
peserta BPJS Kesehatan adalah dengan melihat kesejahteraan 
pesertanya, salah satu aspek yang dapat dinilai yaitu melalui aspek 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan 
sudah diperoleh peserta BPJS Kesehatan dari Fasilitas Kesehatan 
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta BPJS 
Kesehatan di kota Palopo, penulis menemukan bahwa alasan mereka 
menggunaka BPJS Kesehatan dikarenakan manfaat yang diperoleh 
banyak dengan biaya yang cukup rendah.  
Berikut ini adalah hasil penelitian pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan peserta BPJS Kesehatan yang telah dilakukan di Kota 
Palopo pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya akan 
44 
 
disebut FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang 
selanjutnya akan disebut FKRTL yang menjadi mitra kerjasama BPJS 
Kesehatan kantor cabang palopo. 
1. Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) 
Kota Palopo telah memiliki total 30 Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Palopo 
yang terdiri dari puskesmas, DPP, dokter gigi, dan klinik. Berikut adalah 
data FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Palopo 
di Kota Palopo : 
Tabel 1.3. 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Palopo 
No Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) Jumlah 
1 Puskesmas 12 
2 DPP (Dokter Prakter Perorangan) 11 
3 Dokter Gigi 4 
4 Klinik Pratama 1 
5 Klinik Polri 1 
6 Klinik TNI 1 
Total FKTP 30 
        Sumber : BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo 
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penulis melakukan wawancara dengan sejumlah pasien yang pernah 
mendapatkan pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas maupun 
dokter praktek perseorangan yang berada di Kota Palopo. Dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa ada 8 
jenis pelayanan kesehatan di FKTP yang merupakan pelayanan 
kesehatan non-spesialistik yang menjadi hak pelayanan kesehatan 
bagi peserta BPJS Kesehatan. Dalam penelitian penulis melakukan 
wawancara mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan dalam 4 
jenis pelayanan di FKTP sebagai acuan untuk menentukan 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan di 
FKTP. Adapun 4 jenis pelayanan tersebut yaitu :Pelayanan 
Administrasi, Pelayanan Promotif dan Preventif,  Pelayanan Obat, 
Pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis di FKTP. 
Alasan memilih 4 jenis pelayanan  tersebut karena penulis 
menganggap keempat jenis pelayanan tersebut merupakan pelayanan 
dasar yang paling penting untuk dipenuhi di FKTP sebagai tujuan 
pertama peserta BPJS  ketika mendapatkan masalah kesehatan. 
a. Pelayanan Pelayanan Promotif dan Preventif di FKTP 
1. Anti  peserta BPJS Kesehatan dari Kelurahan Binturu, peserta BPJS 
yang terdaftar di Puskesmas Wara Selatan 
“Di puskesmas Wara Selatan pelayanan kesehatannya sudah bagus, 
pelayanan administrasi juga cepat, yang penting bawa kartu BPJSnya 
tinggal perlihatkan kartunya kalau mau periksa, juga sudah ada kartu 
kontrol dibuatkan, jadi kalau mau berobat lagi sudah tidak urus 
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administrasi tinggal kasi lihat kartu kontrol sama kartu BPJS nya. Selain 
itu setiap bulan ada pengumuman dari petugas puskesmas kalau mau 
diadakan pemeriksaan untuk bayi dan anak balita. Bahkan biasa dari 
petugas puskesmasnya hubungi nomor hp ibu-ibu yang anaknya 
terdaftar imunisasi untuk ingatkan jadwal imunisasi dasar. ”17 
 
2. Anto Peserta BPJS Kesehatan dari Balandai yang terdaftar di DPP 
mitra kerjasama BPJS kesehatan 
“Sudah bagus pelayanannya sekarang ada terdaftar di dokter keluarga. 
Kita berobat gratis dapat obat gratis juga. Dan setiap dua minggu sekali 
ada senam sehat yang diadakan dokter jadi setiap minggu kita yang 
terdaftar di dokter disuruh datang di lapangan untuk senam sehat di 
senam sehat itu ada pemeriksaan gratis juga, seperti periksa tekanan 
darah, kolesterol,gula yang semuanya gratis tidak dibayar. Juga ada 
materi yang dikasi dokter tentang makanan yang bisa naikkan 
kolesterol, macam-macam materi dikasi setiap minggu beda-beda”18 
 
Dari 2 keterangan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelayanan 
kesehatan promotif dan preventif telah diterima oleh peserta BPJS 
Kesehatan sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional bab IV bagian C manfaat pelayanan 
promotif dan preventif diantaranya adalah penyuluhan kesehatan 
perorangan, meliputi paling sedikit penyluhan mengenai pengelolaan 
faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi 
dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus 
dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan campak dan faksin untuk 
imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh pemerintah 
dan / atau Pemerintah Daerah.  
                                                             
        17 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 27 Januari 2017) 
18 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 28 Januari 2017) 
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Berdasarkan  wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan 
bahwa pelayanan berupa penyuluhan kesehatan dan imunisasi dasar 
sebagai pelayanan promotif dan preventif telah diterima oleh peserta 
BPJS Kesehatan di Kota Palopo dengan baik. 
b. Pelayanan Pelayanan Promotif dan Preventif di FKTP 
1. Isman Peserta BPJS Kesehatan dari Balandai yang terdaftar di 
Dokter Gigi mitra kerjasama BPJS Kesehatan 
“Pelayanan administrasinya cepat dan bagus yang penting awalnya 
sudah terdaftar di dokter, kalau mau berobat tinggal diperlihatkan 
kartu BPJS nya kemudian di cek kan, setelah dicek sudah bisa 
menunggu antrian sampai dipanggil untuk diperiksa di dokter. Kartu 
saya terdaftar di dokter Iin yang di rampoang itu prakteknya karena 
jaraknya dari rumah dekat. Saya sudah rasakan manfaatnya.”19 
  
2. Mursid peserta BPJS Kesehatan dari Kecamatan Telluwanua, 
peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas Maroangin 
“Di Puskesmas maroangin sering saya datang, dan sudah lumayan 
bagus pelayanan disini, dulu biasanya kita lama sekali tunggu kalau 
mau konsultasi sama dokternya, terlalu lama urus administrasi 
dikarenakan lambat petugasnya. Tapi sekarang sudah lumayan 
bagus, tidak lama lagi menunggu dan itu sudah banyak kursinya di 
ruang tunggu jadi jarang lagi saya lihat orang antri sambil berdiri 
sekarang sudah duduk semua menunggu.”20 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa 
prosedur pelayanan administrasi kesehatan di FKTP telah sesuai dengan 
perturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Progjam Jaminan Kesehatan Nasional dimana disebutkan 
bahwa tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP adalah 
                                                             
19 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 28 Januari 2017) 
20 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 28 Januari 2017) 
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setiap peserta harus terdaftar di FKTP yang telah bekerjasama dengan 
BPJS kesehatan untuk memperoleh pelayanan, menunjukkan nomor 
identitas peserta JKN, kemudian mempeoleh peleyanan kesehatan di 
FKTP. Dari hasil wawancara dengan peserta BPJS Kesehatan di Kota 
Palopo di atas menunjukkan bahwa peserts BPJS kesehatan  sudah puas 
dengan pelayanan kesehatan di FKTP dalam hal pelayanan adminstrasi 
bahwasanya prosedur administrasi di FKTP sangat mudah sekali cukup 
dengan memperlihatkan kartu BPJS kesehatan. 
c. Pelayanan Obat, Pelayanan Pemeriksaan, Pengobatan Dan 
Konsultasi Medis  di  FKTP 
Selanjutnya untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan obat, 
pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis di FKTP maka 
penulis kembali melakukan wawancara dengan peserta BPJS Kesehatan 
di Kota Palopo. Berikut kutipan wawancaranya:  
1. Muslimin peserta BPJS Kesehatan dari Kelurahan Binturu, peserta 
BPJS yang terdaftar di Puskesmas Wara Selatan 
“Saya terdaftar di puskesmas sini Wara Selatan, pelayanan dokternya 
bagus. Sudah beberapa kali periksa di puskesmas. Saya ke 
puskesmas karena ada sakit saya rasa di bagian tulang punggung 
belakang jadi minta obat sama dokternya. Selain itu saya juga mau 
tanyakan ke dokter tentang keluhan-keluhan saya yang lain.”21 
 
2. Jufri peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di DPP mitra kerjasama 
BPJS 
“BPJS saya sudah terdaftar di Dr. Bakri yang di jalan andi djemma itu 
prakteknya, bagus disana dokternya. Kalau istri terdaftar di 
                                                             
21 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 27 Januari 2017) 
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puskesmas Wara Utara karena dekat dari rumah, biasanya ke 
puskesmas minta obat. Puskesmas Wara Utara jadwalnya buka dari 
pagi sampai siang. Jadi kalau saya pilih biasanya berobat di dokter 
bakri karena biasanya pulang kerja baru ada waktu untuk pergi 
periksa. Bagus semua di puskesmas bagus di dokter Bakri juga 
bagus.”22 
 
3.  Acci peserta BPJS Kesehatan dari Kecamatan Telluwanua Peserta 
BPJS yang terdaftar di Puskesmas Maroangin 
“Saya baru gunakan BPJS Kesehatan, Puskesmas disini baru satu 
kali pergi ini hanya untuk minta surat rujukan, langsung dikasi sama 
dokter yang jaga. Saya dengar-dengar cerita dari tetangga katanya 
bagus di puskesmas sekarang karena semuanya gratis dari periksa di 
dokter sampai dengan dapat obatnya tidak ada sama sekali yang 
dibayar sekarang. Jadi sudah bagus lah sekarang di pukesmas”23 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pasien peserta BPJS 
Kesehatan di Kota Palopo tersebut diatas menunjukkan bahwa mereka 
telah memperoleh pelayanan kesehatan di FKTP seperti pelayanan obat, 
pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis  sesuai 
dengan hak mereka yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan 
nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional 
Pelayanan kesehatan di FKTP yang telah baik juga ditegaskan oleh Ibu 
Desi kepala unit hukum, komunikasi publik dan Kepatuhan BPJS kantor 
Cabang Palopo : 
“Sejauh ini belum ada keluhan dari peserta BPJS Kesehatan terkait 
dengan pelayanan kesehatan di FKTP mitra kerjasama dengan BPJS, 
jadi kami rasa pelayanan disana sudah baik, walaupun sudah baik tetap 
                                                             
22 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 27 Januari 2017) 
23  Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 28 Januari 2017) 
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kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja FKTP mitra 
kerjasama kami”.24 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa aspek 
pelayanan kesehatan tingkat pertama di kota palopo sudah  memenuhi 
standar kebutuhan dasar pelayanan kesehatan terhadap pasien sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional. 
2. Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 
Lanjutan (FKRTL) 
Dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta BPJS 
Kesehatan di Kota Palopo kantor cabang Palopo telah melakukan 
kerjasama dengan beberapa fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di Kota 
Palopo, hal ini dilakukan oleh BPJS Kesehatan kantor cabang Palopo 
sebagai usaha BPJS kesehatan di Kota Palopo dalam memenuhi hak 
pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan di kota Palopo. Sampai 
dengan februari 2017 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di kota 
palopo yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berjumlah 6 
rumah sakit serta 2 klinik utama. Berikut data Fasilitas kesehatan rujukan 
tingkat pertama ( FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
kantor cabang palopo di kota palopo :  
Tabel 1.4. 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Kota Palopo 
                                                             
24 Wawancara dengan Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan BPJS Kesehatan 
Kantor Cabang Palopo (wawancara tanggal 30 Januari 2017) 
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NO NAMA DATI2 NAMA FASKES 
KEPEMILIKAN RUMAH 
SAKIT 
1 Kota Palopo RS. Sawerigading PEMDA 
2 Kota Palopo RS. At Medika Swasta 
3 Kota Palopo RS. Bintang Laut Swasta 
4 Kota Palopo RS ST. Madyang Swasta 
5 Kota Palopo RS. Tentara TNI AD 
6 Kota Palopo RS Mujaisyah Swasta 
7 Kota Palopo Klinik Mata Ainin Swasta 
8 Kota Palopo Klinik Bersalin Nashirah Swasta 
      Sumber : BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo 
Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan 
kota palopo terus melakukan koordinasi dengan rumah sakit mitra 
kerjasama. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pertemuan oleh 
BPJS Kesehatan dengan perwakilan fasilitas kesehatan mitra 
kerjasama setiap 3 bulan sekali guna memantau pelayanan kesehatan 
yang telah dilakukan oleh mitra kerjasama apakah telah sesuai dengan 
isi perjanjian kerjasama yang dibuat.  
Dalam pemberian layanan kesehatan di FKRTL di kota palopo 
terdapat keluhan yang sering masuk di kantor Cabang BPJS Kesehatan 
kota Palopo dari peserta BPJS Kesehatan, menurut salah seorang staff 
BPJS Kesehatan yang menjadi keluhan terbanyak peserta BPJS 
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Kesehatan di Kota Palopo ada 2 yaitu, Iuran yang naik kelas VIP dan 
obat yang tidak masuk Formularium Nasional.
25
 
Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Nasioanal bagian E mengenai peningkatan kelas perawatan disebutkan 
bahwa “ Dalam hal peserta JKN (kecuali peserta PBI) menginginkan 
kenaikan kelas perawatan atas permintaan sendiri, peserta atau 
anggota keluarga harus menandatangani surat pernyataan tertulis dan 
selisih biaya menjadi tanggung jawab peserta” 
Berdasarkan peraturan di atas sudah jelas menyebutkan bahwa 
selisih biaya kenaikan kelas perawatan menjadi tanggung jawab 
peserta, namun banyak dari peserta BPJS kesehatan yang tetap 
mengadukan tentang kenaikan iuran tersebut. Hal ini menunjukkan 
bahwa peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo tidak mengetahui 
tentang jumlah selisih yang harus dibayarkan. 
 Dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bab IV bagian E 
disebutkan bahwa “ Rumah sakit harus memberikan informai mengenai 
biaya yang harus dibayaran akibat dengan peningkatan kelas 
perawatan” 
Jika melihat dari bunyi aturan tersebut seharusnya peserta BPJS 
Kesehatan sudah mengetahui selisih pembayaran yang mestinya 
                                                             
25 Wawancara dengan Staff Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPSJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo (wawancara tanggal 26 Januari 2017) 
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dibayarkan karena aturan tersebut telah menyebutkan bahwa rumah 
sakit harus memberikan informasi terkait pembayaran peningkatan 
kelas perawatan. 
Keluhan terkait pelayanan obat di FKRTL juga menjadi salah satu 
keluhan yang banyak dilaporkan di BPJS Kesehatan . Berikut 
penuturan Ibu Ani staf manajemen pelayanan kesehatan rujukan BPJS 
kantor cabang Palopo : 
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang obat yang tidak 
masuk Formularium Nasional, kalau masalah terkait itu kami 
biasanya memberikan edukasi kepada peserta terkai pelayanan obat 
untuk peserta yang ditanggung dalam program JKN, bahwa ada obat 
yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan nanum ada pula 
beberapa obat yang diluar tanggungan BPJS Kesehatan.”26 
 
BPJS Kesehata Kota palopo terus berusaha untuk melakukan 
perbaikan dalam hal pelayanan kesehatan kepada pesertanya, hal ini 
ditunjukan dengan adanya tindakan tegas BPJS Kesehatan Palopo 
terkait dengan mitra kerjasama yang diketahui tidak memberikan 
pelayanan kesehatan yang prima terhadap peserta BPJS Kesehatan. 
Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Desi kepala unit hukum, 
komunikasi publik dan kepatuhan kantor cabang Palopo 
“Bagi mitra kerjasama yang diketahui menyalahi perjanjian 
kerjasama dengan BPJS Kesehatan misalnya dalam hal pelayanan 
kesehatan tidak prima maka kami dari BPJS Kesehatan  memiliki 
upaya terkait hal tersebut yaitu pertama melakukan persuratan 
kepada mitra kerjasama yang melakukan pelanggaran perjanjian, 
jika tetap dilakukan kesalahan berlanjut dengan adanya teguran lisan 
pertama, jika terus tidak ada itikad baik dari mitra kerjasama dalam 
memperbaiki pelayanan kesehatan maka kami akan memberikan 
                                                             
26 Wawancara dengan Staff Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPSJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo (wawancara tanggal 26 Januari 2017) 
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teguran lisan kedua sampai dengan ketiga, jika tetap masih 
memberikan pelayanan yang tidak prima maka kami akan melakukan 
pemutusan kerjasama”27 
       
Tidak hanya memberikan tindak tegas kepada fasilitas kesehatan 
mitra kerjasama BPJS Kesehatan Kota Palopo juga memberikan 
kemudahan kepada pesertanya dalam memberikan pengaduan terkait 
pelayanana kesehatan maupun keluhan lain terkait BPJS Kesehatan, 
BPJS Kesehatan kota palopo memudahkan pesertanya dalam 
memberikan layanan pengaduan dengan beberapa cara yaitu :28 
1. Bisa menghubungi Care center BPJS Kesehatan 
2. Melakukan pelaporan secara online di aplikasi lapor BPJS 
Kesehatan yang bisa diakses secara umum 
3. Dapat mendatangi langsung kantor layanan operasional 
BPJS Kesehatan 
4. Mendatangi staff BPJS Kesehatan yang berada di fasilitas 
kesehatan Mitra kerjasama BPJS Kesehatan. 
 Dalam peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional ada 
12 jenis pelayanan kesehatan di FKRTL yang menjadi hak peserta BPJS 
Kesehatan. Untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan tersebut 
penulis melakukan wawancara  mengenai 4 Jenis pelayanan di FKRTL 
sebagai acuan untuk menentukan pemenuhan hak pelayanan peserta 
                                                             
27 Wawancara dengan Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan BPJS Kesehatan 
Kantor Cabang Palopo (wawancara tanggal 30 Januari 2017) 
28 Wawancara dengan Staff manajemen pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo (wawancara tanggal 26 Januari 2017)  
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BPJS Kesehatan di FKRTL. Adapun 4 jenis pelayanan tersebut yaitu : 
Pelayanan Administrasi, Pelayanan rawat Inap,  Pelayanan Obat, dan 
Pelayanan Kegawat daruratan (Emergency). Sama halnya dengan alasan 
penulis memilih keempat jenis pelayanan di FKTP di atas, penulis memilih 
keempat jenis pelayanan di FKRTL ini juga dikarenakan keempat jenis 
pelayanan kesehatan ini adalah jenis pelayanan yang paling dibutuhkan  
peserta BPJS Keehatan di FKRTL. 
a. Pelayanan Administrasi  dan Pelayanan Kegawat daruratan 
(Emergency) di FKRTL 
Untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan kesehatan di FKRTL 
dalam hal pelayanan administrasi dan kegawat daruratan (emergency) 
maka penulis melakukan wawancara dengan 4 orang peserta BPJS 
Kesehatan sebagai sampel, berikut kutipan hasil wawancaranya :  
1. Arman, peserta BPJS Kesehatan dari Balandai Kota Palopo 
menuturkan: 
“Selama ini saya merasakan pelayanan kesehatan rumah sakit ada 
peningkatan, mulai dari urus administrasinya sampai dengan 
pelayanan pegawai yang kerja di rumah sakit”29 
 
2. Muslimin yang ditemui di BPJS center RSUD Sawerigading Palopo 
mengungkapkan bahwa : 
“Kurang puas dengan pelayanan di UGD karena urusan 
administrasinya pada saat pasien di ruang UGD mau dipindahkan 
ke ruang rawat inap sangat lama, padahal untuk urus administrasi 
bisa diselesaikan setelah pasien ditempatkan di ruang rawat inap, 
jangan urus administrasi dulu sampai selesai baru bisa dicarikan 
                                                             
29 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 13 Februari 2017) 
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ruang rawat. Kasian sama pasien yang butuh istirahat harus 
menunggu berjam-jam baru dipindahkan”30 
 
Dari dua keterangan peserta BPJS diatas menunjukkan bahwa 
pelayanan admintrasi untuk pasien berobat melalui surat rujukan telah 
baik namun berbeda dengan pelayanan administrasi bagi pasien yang 
melalui jalur UGD dimana pengurusan administrasinya dirasa sangat 
lama  
      
3. Agustina yang ditemui di salah satu rumah sakit swasta mitra kerja 
sama BPJS Kesehatan menuturkan bahwa : 
“Sudah bagus penanganan UGDnya disini, karena anak saya 
masuk di rumah sakit sini kan lewat UGD. Langsung ditangani 
sama dokter yang jaga, pas dilihat kondisi anak saya sudah stabil 
langsung dipindahkan ke ruang rawat inap, diantar sama perawat 
yang juga jaga di UGD.”31 
 
4. Andri yang juga ditemui di tempat yang sama menuturkan bahwa : 
“Adik saya pasien BPJS Kesehatan, masuk lewat UGD. Sudah 
bagus pelayanan dari dokter yang jaga dan perawat-perawatnya 
baik semua. Tidak ada keluhan kalau masalah pelayanan dokter 
dan perawatnya”32  
 
Sesuai dengan hasil wawancara diatas maka diketahui bahwa 
pelayanan bagi pasien gawat darurat telah baik dimana pasien 
langsung ditangani oleh dokter yang jaga di UGD, namun dalam hal 
pelayanan adminstrasi masih terdapat kekurangan sehingga masih 
perlu dilakukan peningkatan dari segi pelayanan administrasi di FKRTL 
khususnya pelayanan adminstrasi bagi pasien di UGD. 
b. Pelayanan Obat dan Pelayanan Rawat Inap di FKRTL 
                                                             
30 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 15 Februari 2017) 
31 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 30 Januari 2017) 
32 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 30 Januari 2017) 
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1. Sumiati yang ditemui di kantor BPJS center yang berada di rumah 
sakit umum Sawerigading kota Palopo menuturkan bahwa : 
“Kurang puas pelayanan pengambilan obatnya, di loket 
pengambilan obat lama sekali menunggu karena loketnya cuma 
sedikit sedangkan pasien BPJS ada banyak”33   
 
2. Sri,  yang ditemui ditempat yang sama menuturkan bahwa: 
 
“Masih perlu peningkatan dari segi pelayanan obatnya. Harusnya 
ditambahkan loket pengambilan obat atau bisa juga ditambahkan 
petugas pelayanan pengambilan obat. Karena  loketnya sedikit jadi 
lama antri belum lagi petugasnya cuma 2 orang yang jaga jadi 
lambat dilayani” 34   
 
Dari keterangan yang diperoleh dari dua orang peserta BPJS 
Kesehatan di Kota Palopo diatas menunjukkan bahwa pelayanan obat 
di rumah sakit belum memuaskan dikarenakan lamanya antrian diloket 
pengambilan obat. 
3. Maemuna yang ditemui di tempat yang sama,  beliau merasa 
pelayanannya belum terlalu memuaskan, berikut penuturannya : 
“Kalau masalah dilayani iya dilayani tapi ada kurangnya, mungkin 
karena saya peserta bantuan dari pemerintah jadi pelayanannya 
terkesan seadanya, sayakan peserta bantuan pemerintah nah 
dirawatnya di bangsal jadi perawatnya di rumah sakit biasanya 
cuek sama kita peserta bantuan”35 
 
4. Mega Peserta BPJS Kesehatan yang ditemui di RSUD 
Sawerigading menuturkan bahwa : 
“Sudah lumayan bagus, hanya itu kurang banyak ruangannya, 
pengalaman terjadi sama anakku, saya bawa ke rumah sakit untuk 
rawat inap tapi kelas yang saya pilih katanya Full. Padahal ruang 
rawat kelas 1 sudah jadi hak saya karena saya PNS golongan IV, 
tapi karena full ruang rawat inapnya terpaksa saya harus terima 
                                                             
33 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 13 Februari 2017) 
34 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 13 Februari 2017) 
35 Wawancara dengan Peserta BPJS Kesehatan ( 15 Februari 2017) 
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ditempatkan di bangsal selama sehari sambil menunggu ada ruang 
rawat yang kosong” 
 
Dari keterangan Ibu Mega diatas menunjukkan bahwa pelayanan 
kelas perawatan yang diperoleh tidah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor  28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program 
jaminan Kesehatan nasional yang menyebutkan bahwa “dalam hal ruang 
rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat dikelas 
perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya 
dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya. Bila masih belum 
ada ruangan sesuai haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke 
fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi 
tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan.” Namun 
kenyataannya justru ibu mega diturunkan kelas perawatannya dua tingkat 
dari hak yang mestinya diperoleh. 
Tidak hanya melakukan wawancara dengan peserta BPJS 
Kesehatan di Kota Palopo, penulis juga melakukan wawancara dengan 
perawat dan staff yang berada di rumah sakit mitra kerja sama BPJS 
Kesehatan mengenai pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Kota 
Palopo. Berikut hasil wawancaranya : 
“Kami berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 
standar dan aturan pelayanan kesehatan yang ada, namun tidak dapat 
dipungkiri bahwa terdapat kekurangan seperti ruang rawat inap yang 
penuh. Ruang rawat inap yang penuh  juga tidak selamanya hanya disaat-
saat tertentu terutama ketika hari minggu, dikarenakan banyak pasien 
yang tidak bisa keluar rumah sakit kalau belum dikontrol sama dokter, nah 
sedangkan hari minggu dokter libur untuk visit ke ruang rawat inap jadi 
otomatis kita menunggu sampai hari senin untuk pasien diperbolehkan 
pulang, nah dalam 2 hari tersebut pasien tetap kami terima yang dari 
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UGD, pasien yang dari UGD inilah yang biasanya tidak kebagian ruang 
rawat inap.”36 
  
Penulis juga melakukan wawancara dengan staff  bagian administras 
pendaftaran peserta di RSUD Sawerigading berikut penuturannya: 
“kalau masalah pengurusan adminitrasi lama di bagian UGD 
biasanya dikarenakan pasien baru pertama kali di rawat disini jadi agak 
lama prosedur pengurusannya karena kita mesti buatkan kartu berobat 
jadi memang agak lama, atau biasa juga sudah pernah berobat tapi pas 
pasien datang tidak membawa kartu berobatnya jadi kita mesti cek ulang 
dulu apa sudah pernah di rawat atau belum biar bisa dilihat riwayat 
penyakitnya. Tidak hanya itu staff yang jaga di UGD juga mesti 
komunikasi ulang lagi dengan staff yang jaga di ruang rawat inap apakah 
ruang rawatnya masih ada atau penuh, setelah semua terpenuhi baru 
pasien bisa kita bawa ke ruang rawat inap yang tadi telah 
dikomunikasikan sama staff yang jaga di ruang rawat, jadi memang tidak 
instan ada prosesnya terlebih dahulu.37 
 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas, 
diperoleh hasil bahwa pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan 
rujukan tingkat lanjutan kota palopo belum terpenuhi dengan baik masih 
perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan pelayanan di beberapa aspek 
seperti penambahan ruang rawat inap, penambahan loket pengambilan 
obat, keramahan perawat, serta perbaikan sistem pengurusan 
administrasi untuk pasien gawat darurat.  
C.  Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pelayanan 
Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan Di Kota Palopo 
Dalam proses pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta BPJS 
Kesehatan di kota Palopo memiliki beberapa faktor yang menjadi 
                                                             
36 Wawancara dengan perawat di RSUD Sawerigading Kota Palopo (15 Februari 2017) 
37 Wawancara dengan staff di RSUD Sawerigading Kota Palopo (15 Februari 2017) 
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penentuan terlaksananya pemenuhan tersebut. Faktor tersebut terbagi 
menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat.  
Adapun faktor –faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Faktor Pendukung 
a. Sikap kooperatif peserta BPJS Kesehatan   
Sikap dari peserta BPJS Kesehatan di Kota palopo menjadi 
salah satu unsur pendukung kelancaran terpenuhinya pelayanan 
kesehatan di kota palopo. 
 Seperti halnya yang dikemukakan oleh staff BPJS Kesehatan 
Kota Palopo sebagai berikut : 
“Banyak masyarakat peserta BPJS Kesehatan di kota Palopo yang 
dapat menerima dengan baik jika diberikan arahan dari kami, ada 
beberapa peserta BPJS Kesehatan di kota Palopo yang butuh 
diberikan penjelasan terkait dengan prosedur memperoleh layanan 
kesehatan di fasilitas kesehatan mitra kerjasama kami baik itu 
puskesmas, dokter keluarga maupun di rumah sakit, kami berikan 
arahan apa saja persyaratan dan tata cara yang harus mereka 
siapkan dan ikuti untuk memperoleh pelayanan kesehatan  jadi bisa 
langsung tertangani dengan baik di Puskesmas maupun RS, 
disamping itu  masyarakat peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo 
ini juga kooperatif sekali jika diberi arahan dari kami pihak BPJS 
maupun dari fasilitas kesehatan Mitra Kerjasama kami, walaupun 
tidak bisa dikatakan semuanya seperti itu juga karena ada juga 
beberapa yang jika ada kendala ataupun masalah sedikit langsung 
emosional”38 
 
Dari keterangan tersebut dapat diketaui bahwa peserta BPJS 
Kesehatan di Kota palopo memiliki sikap kooperatif dalam hal 
menerima arahan dari BPJS Kesehatan Kota Palopo. 
b. Faskes Mitra Kerjasama 
                                                             
38 Wawancara dengan Staff manajemen pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo (wawancara tanggal 27  Januari 2017) 
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           Faktor pendukung lainnya juga berasal dari fasilitas 
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo. Hal ini dikarenakan Faskes  selalu melakukan 
koordinasi dengan BPJS Kesehatan.  
“Sejauh ini kami sangat berterima kasih kepada Faskes Mitra 
kerjasama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo karena dari 
observasi kami tim BPJS Kesehatan fasilitas kesehatan mitra 
kerjasama kami selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan 
kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan”39 
 
Hal ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang baik antara BPJS 
Kesehatan Kota palopo dengan mitra kerjasamanya sehingga menjadi 
pendukung dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi 
terhadap peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo. 
2. Faktor penghambat 
a. Kurangnya pengetahuan peserta BPJS terhadap prosedur dan 
mekanisme pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
Faktor pengambat pemenuhan hak pelayanan peserta BPJS 
Kesehatan diantaranya adalah peserta BPJS Kesehatan yang tidak 
melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam memperoleh 
pelayanan seperti tidak adanya surat rujukan dari puskesmas ataupun 
dokter keluarga, sehingga proses untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan juga ikut terhambat. 
Dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bab IV bagian F 
                                                             
39 Wawancara dengan Staff manajemen pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo (wawancara tanggal 27  Januari 2017) 
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mengenai tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) disebutkan bahwa “peserta 
datang ke rumah sakit dengan menunjukkan nomor identitas peserta 
JKN dan surat rujukan, kecuali kasus emergency, tanpa surat rujukan”. 
Namun yang terjadi masih ada peserta BPJS Kesehatan di Kota 
Palopo yang tidak mematuhi atauran tersebut. Hal ini sesuai dengan 
kutipan hasil wawancara dengan staff manajemen pelayanan 
kesehatan rujukan BPJS Kesehatan cabang Palopo sebagai berikut: 
“Biasanya peserta BPJS tidak lengkap dalam memenuhi prosedur 
dan mekanisme yang telah ditetapkan seperti belum adanya surat 
rujukan dari puskesmas ataupun dokter keluarga tapi mau langsung 
di tangani di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, itu salah 
satu hal yang menghambat pemenuhan hak pelayanan peserta 
BPJS Kesehatan, kalau prosedurnya tidak sesuai pihak rumah sakit 
mitra kerjasama juga tidak bisa memberikan fasilitas pelayanan 
kesehatan kecuali pasien yang emergency”40 
 
Ibu Desi kepala unit hukum, komunikasi publik dan Kepatuhan juga 
menambahkan bahwa : 
“ Berdasarkan monitoring dan evaluasi kita di lapangan biasanya 
hambatan yang dilalui FKTP seperti pasien peserta BPJS 
kesehatan yang tidak tau prosedurnya, mereka yang datang 
biasanya langsung minta surat rujukan ke FKRTL padahalkan 
seharusnya sistem BPJS pelayanan kesehatan bertingkat kalau 
masih bisa di layani di FKTP kan tidak mungkin di rujuk ke FKRTL 
tapi kebanyakan pasien minta langsung di rujuk ke FKRTL”. 
 
Sesuai dengan pemeparan diatas bahwa hambatan yang dialami 
datang dari peserta, karena mereka masih banyak yang belum paham 
                                                             
40 Wawancara dengan Staff manajemen pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan Kantor 
Cabang Palopo (wawancara tanggal 27  Januari 2017) 
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dengan prosedur yang harus dilalui ketika memeriksakan dirinya 
dengan menggunakan program BPJS Kesehatan. 
b. Faktor Kebiasaan Masyarakatnya 
Penghambat terpenuhinya pelayanan kesehatan juga terjadi 
dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan 
yang berada di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan  hasil wawancara 
dengan Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan di 
BPJS Kesehatan Kota Palopo:  
 “Ada beberapa keluarga peserta BPJS Kesehatan yang tidak 
mematuhi aturan, misalnya aturan di rumah sakit yang jaga 
maksimal 2 orang tapi pas di cek di lapangan ternyata yang tunggu 
lebih dari 2 nah ini juga jadi penghambat. ruangannya full, pasien 
tidak bisa istirahat dengan baik, dokter yang mau periksa juga 
susah karena banyaknya orang dalam ruang rawat. Kalau masalah 
seperti ini kayaknya sudah jadi kebiasaan masyarakat tidak hanya 
di kota palopo di kota ataupu daerah lain juga ini salah satu kendala 
terbesarnya”41 
 
Faktor kebiasaan dari keluarga pasien BPJS Kesehatan  menjadi 
suatu hal yang penting untuk dilakukan penertiban terkait dengan 
jumlah keluarga yang menjaga di ruang inap. 
c. Sarana dan Prasarana Faskes Mitra Kerjasama BPJS kesehatan 
Dalam pemberian layanan kesehatan ketersediaaan fasilitas 
sangat dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan pasien. Akan tetapi fakta dan keadaan dilapangan 
memperlihatkan bahwa sarana prasarana di Rumah sakit tidak 
memadai. Seperti jumlah ruangan rawat inap yang tidak memadai 
                                                             
41 Wawancara dengan Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan BPJS Kesehatan 
Kantor Cabang Palopo (wawancara tanggal 30 Januari 2017) 
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sehingga ada  pasien yang mengeluhkan ruangan rawat inap yang 
penuh. Serta keluhan terkait pelayanan obat di loket pengambilan 
obat yang sedikit membuat terjadinya penumpukan di loket 
pengambilan obat. 
Sarana dan prasarana di rumah sakit mitra kerjasama BPJS 
Kesehatan menurut penulis harus ditambah lagi, teruma dalam 
ketersediaan ruang rawatnya dan penambahan loket pengambilan obat 
karena jika ruang rawat inap dan loket pengambilan obat yang tidak 
memadai maka dalam memperoleh layanan kesehatan juga akan ikut 
terhambat. 
d. Kurangnya Kesadaran Peserta BPJS Kesehatan dalam memberikan 
laporan terkait keluhan pelayanan yang diterima 
Banyak dari peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo yang tidak 
memanfaatkan dengan baik layanan pengaduan yang disediakan oleh 
BPJS Kesehatan. Masyarakat di kota Palopo memiliki beberapa 
keluhan namun banyak diantaranya yang malas untuk melaporkan hal 
tersebut. Hal inilah yang menjadi hambatan kantor cabang palopo 
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan melalui faskes mitra 
kerjasama. Dikarenakan sikap acuh masyarakat untuk melaporkan 
keluhan tersebut BPJS Kesehatan juga tidak bisa melakukan evaluasi 
terhadap Faskes mitra kerjasama yang kiranya kurang dalam 
pemberian layanan kesehatan. Hal ini senada dengan keterangan 
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kepala unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan di BPJS 
Kesehatan Kota Palopo, sebagai berikut : 
“Masyarakat peserta BPJS Kesehatan di Kota palopo kebanyakan 
tidak mengadukan keluhannya kepada kami, sehingga keluhan-
keluhan tersebut hanya mereka bawah sampai dengan keluar dari 
rumah sakit mitra kerjasama kami, kemudian menceritakan 
pelayanan ataupun hal lain yang menurut mereka kurang baik 
diterima selama berada di rumah sakit kepada tetangga ataupun 
keluarga mereka yang lain, nah hal inilah juga yang menjadi 
kendala kami dalam melakukan kontrol terhadap rumah sakit 
maupun faskes lain mitra kerjasama kami karena kurangnya sikap 
aktif masyarakat peserta BPJS dalam melaporkan keluhan-keluhan 
mereka terkait pelayanan yang kurang baik yang mereka terima”.42 
 
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan pengaduan 
kepada BPJS Kesehatan terkait pelayanan kesehatan yang dianggap 
kurang baik menjadi salah satu penyebab pemberian layanan kesehatan 
juga tidak dapat ditingkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
42 Wawancara dengan Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan BPJS Kesehatan 
Kantor Cabang Palopo (wawancara tanggal 30 Januari 2017) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penulisan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 
1. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan 
mitra kerjasama BPJS kesehatan di Kota Palopo belum 
sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih adanya 
keluhan peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo dalam 
beberapa jenis pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 
rujukan tingkat lanjutan. 
2. Dalam proses pemenuhan hak pelayanan peserta BPJS 
Kesehatan di kota palopo terdapat beberapa faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat terpenuhinya hak pelayanan peserta 
BPJS Kesehatan. Yang menjadi faktor pendukung yaitu Faskes 
mitra kerjasama dan sikap masyarakat kota palopo yang 
kooperatif terhadap program JKN yang diselenggarakan oleh 
BPJS Kesehatan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat 
terpenuhinya hak pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan 
di Kota Palopo yaitu kurangnya pengetahuan peserta BPJS 
mengenai  prosedur dan mekanisme pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan, Faktor Kebiasaan Masyarakat, sarana dan prasarana 
di Faskes Mitra Kerjasama BPJS Kesehatan yang kurang 
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memadai, dan kurangnya kesadaran Peserta BPJS Kesehatan 
dalam memberikan laporan terkait keluhan pelayanan yang 
diterima. 
B. Saran 
Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini yaitu sebagai 
berikut : 
1. Diharapkan agar pemerintah daerah Kota Palopo untuk 
menambahkan sarana dan prasarana di rumah sakit milik daerah 
sebagai penunjang pemenuhan hak pelayanan kesehatan peserta 
BPJS Kesehatan di Kota Palopo.  
2. Diharapkan agar BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo untuk 
melakukan evaluasi ulang terkait dengan fasilitas kesehatan yang 
belum memberikan pelayanan kesehatan yang prima sesuai 
dengan isi perjanjian kerjasama agar keluhan peserta BPJS 
Kesehatan dapat berkurang dan meningkatkan sosialisasi dengan 
berbagai media, sehingga peserta BPJS Kesehatan lebih 
memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta terutama dalam 
hal prosedur memperoleh pelayanan kesehatan.  
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